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BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAII

KEPUTUSAN BUPATI MIMIRA

NOMOR    173  TAHUN  2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEUABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MIMIRA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

Meriimbang : a.  bahwa     untuk     kelancaran     pelaksanaan     program     dan
kegiatan-kegiatan     dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran
(DPA)  pada Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  Anggaran  2025,  maka  dipandang
perlu  menunjuk  dan  menetapkan  Pejabat  Pelaksana  Teknis
Kegiatan    (PP'IK)    pada    Bagian    Sumber    Daya    Manusia
Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;

b.   bahwa  untuk maksud  tersebut  pertimbangan  pada  huruf a,
perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:   1.   Undang    -     Undang     Nomor     45     Tahun     1999     tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,  Provinsi lrian Jaya
Barat,   Kabupaten   Paniai,   Kabupaten   Mimika,   Kabupaten
Puncak  Jaya,  dan  Kota  Sorong  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   1999   Nomor   173,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) ;

2.   Undang  -  Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151),  sebagaimana  telah
diubah     beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang  -  Undang
Nomor   2    Tahun    2021    tentang   Perubahan    Kedua   Atas
Undang  -  Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi    Papua    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   155,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3.   Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan    dan    Pertanggung).awaban    Keuangan    Negara
(I+embaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
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4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6    Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856) ;

5.   Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Ifusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

6.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan    Iiembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6804) ;

7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Ilembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.   Peraturan Presiden Nomor  106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

9.   Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa     Pemerintah     (Lembaran     Negera     Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2017
tentang  Pembentukan   dan   Susunan   Organisasi   Perangkat
Daerah   Kabupaten   Mimika   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Mimika   Tahun  2017  Nomor 4,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Mimika TaLhun 2017 Nomor 4);

12.   Peraturan   Bupati   Mimika   Nomor   5   Tahun   2022   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Ijembaran  Daerah  Kabupaten
Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

13.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2025
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran    2025    (Lembaran    Daerah    Kabupaten    Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);

14.   Peraturan   Bupati   Mimika   Nomor   2   Tahun   2025   tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025
Nomor 2) .
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MEMUTUSEN :

Menetapkan :

KBSATU Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)  pada Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten    Mimika   Tahun    Anggaran    2025,    sebagaimana
tercantum   dalam   Lampiran  yang   merupakan   bagian   tidak
texpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA          :     Pejabat    Pelaksana    Teknis    Kegiatan    (PPI`K)     sebagaimana
dimaksud    pada  Diktum  KESATU  Keputusan  ini  mempunyai
tugas sebagai berikut :
a.   Membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :

1)   Mengendalikan       dan       melaporkan       perkembangan
pelaksanaan  teknis  Kegiatan/Sub  Kegiatan  OPD/Unit
OPD;

2)   Menyiapkan    dokumen    dalam    rangka    pelaksanaan
anggaran     atas     Beban     Pengeluaran     pelaksanaan
Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan

3)   Menyiapkan   dokumen   pengadaan   barang/jasa   pada
Kegiatan/Sub     Kegiatan     OPD/     Unit     OPD     sesuai
ketentuan      peraturan      perundang-undangan      yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

b.     Mengendalikan    dan    melaporkan    pelaksanaan    teknis
Kegiatan / Sub Kegiatan meliputi:
1)   Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
2)   Memonitoring       dan       mengevaluasi       pelaksanaan

Kegiatan / Sub Kegiatan;dan
3)   Melaporkan  Perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub

Kegiatan kepada PA/ KPA.
c.     Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas    beban    pengeluaran    pelaksanaan    Kegiatan/Sub
Kegiatan meliputi :
1)   Menyiapkan   laporan   kinelja   pelaksanaan   Kegiatan/

Sub Kegiatan;
2)   Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

3)   Menyiapkan dan menjaga keutuhan  seluruh dokumen
pelaksrmaan kegiatan.

d.     PPTK bertanggungjawab kepada pA/KPA.
e.     Melaksanakan   kegiatan   dengan   sebaik-baiknya     sesuai

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan
penuh rasa tanggung).awab.

KETIGA         :     Segala    biaya   yang    timbul    sebagai    akibat    ditetapkannya
Keputusan    ini    dibebankan    pada    Dokumen    Pelaksanaan
Anggaran   OrgaLnisasi   Perangkat   Daerah   (DPA-OPD)   Bagian
Sumber  Daya  Manusia  Sekretariat  Daerah  Tahun  Anggaran
2025.
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Timika
pada tanggal, 23  Mei  2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES REIT0B

SALINAN Keputusan ini disampaihan Kepada Yth:

1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Ptovinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda frovinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Inspektur lnspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala BPKAD Kabupaten Mimika di Timika;
8.   Kepala  Bagian  Administrasi  Sumber  Daya  Manusia  Sekretariat  Daerah

Kabupaten Mimika  di Thmika;
9.   Kepala Dinas Pelpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersan      tan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran Keputusan Bupati Mimika

Nomor   173  Tahun 2025
Tanggal,  23   Mei     2025

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025
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JABATAN JABATAN
KEGIATANDALAM SESUAI

INSTANSI PENUNJUKAN
ae cO

Pelaksanaan1 Yohana sikteubun,  sE)           A    `<^`+J`-
-ip.Staf *v',,"exfiStyz3<\`ir%,,'.S±\x:r'ir<4yex`S``NIfi`.'i,±3SZ±3L:,`,`;)j`it.`9%i}8BRi4&li;%#AV%\ENENREPejabat

NIP.  19800502 2008012 030 Pelaksana Kebijakan,
Teknis Kegiatan Evaluasi, dan
(PPTK) Capaian KineljaTerkaitKesejahteraanMasyarakat

2 Maria Rante Limbong, A.Md Staf Pejabat Bimbingan
NIP.19791023 201412 2 005 Pelaksana Teknis

Teknis Kegiatan(PPTK) ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan

3 Maria Rante Limbong, A.Md Staf Pejabat Pengadaan
NIP.  19791023 201412 2 005 Pelaksana Pakaian Dinas

Teknis Kegiatan(PFTK) beserta AtributKelengkapannya

BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES RETTOB
Salinap+§F§¥at dengan aslinya
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UAMBIA WAPAN SAO, SH
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